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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015

Tahun 2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa

ATB pada Entitas Pemerintah Pusat, perlu diatur kembali

ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan KM 05 Tahun

2009 tentang Kegiatan Akuntansi di Lingkungan

Kementerian Perhubungan tidak sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kebijakan

Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset,

utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri

dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang

menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan

laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang

yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas

pelaporan.

5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban

Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

6. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang

menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal

tertentu.
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7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah komponen

laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,

surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumbersumber daya ekonomi,

akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap

anggaran.

8. Laporan Operasional (LO) adalah komponen laporan

keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang

tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

9. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah komponen

laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya

pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode

bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

10. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah

komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan,

daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan

dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan

LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan

lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan

keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau

komitmen-komitmen lainnya.

11. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek

pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas.

12. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk

memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen,

dan manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
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kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

13. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh

Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang

diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

14. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

15. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk

digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum.

16. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan

piutang jangka panjang.

17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban

diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

18. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban

pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya

menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas

diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan

Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

19. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak
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